STAATBLAD 1933
TENTANG

REGLEMENT PENCATATAN SIPIL BAGI BANGSA INDONESIA
KRISTEN JAWA, MADURA, MINAHASA

REGLEMEN tentang hal memegang daftar-daftar pencatatan sipil buat orang Kristen dari bangsa
Indonesia asli (Bumiputera) dipulau Jawa dan Madura, dalam bagian keresidenan Menado yang
terkenal dengan nama Minahasa dan dalam onderafdeling-onderafdeling Ambon , Saparua dan Banda,
kecuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dari afdeling Ambon dalam keresidenan Maluku, (Stbl.
1933 No. 75 dirubah dengan Stbl. 1933 No. 327 jo. 338, 1934 No. 621 dan 622, 1936 No. 247 dan
607, 1938 No. 246 dan 370 jo. No. 246, 1939 No. 288)

Bagian pertama
Tentang daftar pencatatan sipil seumumnya

P.1. Dipulau Jawa dan Madura, dalam bagian keresidenan Menado yang terkenal dengan nama
Minahasa dan dalam onderafdeling-onderafdeling Ambon, Saparua dan Banda, kecuali pulau-pulau
Teun, Nila dan Serua dari afdeling Ambon dalam keresidenan Maluku, diadakan buat bangsa
Indonesia asli Kristen daftar-daftar buat mencatat kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.

P.2. Keadaan-keadaan yang tersebut dibawah ini dapat menjadi keterangan, bahwa seseorang itu
Keristen seperti dimaksud dalam ordonansi ini:

ke-1. bahwa ia anggauta sesuatu gereja Keristen, anggauta sesuatu, gemeente keristen, sesuatu
gemeente gereja atau sesuatu gemeente zending, atau anggauta sesuatu perkumpulan agama
Keristen,;

ke-2.  bahwa ia telah dipermandikan (diseranikan atau dibaptiskan);

ke-3.  bahwa orang tuanya beragama Keristen;

ke-4. bahwa menurut keterangan seseorang Penghantar agama ia memeluk agama Keristen;

ke-5. bahwa ia pada umumnya terkenal sebagai orang Kristen (Onik 76)

P.3. Daftar-daftar dipegang oleh Pegawai Pencatatan Sipil; yang berpejabat sebagai Pegawai

Pencatatan Sipil itu, ialah:

a. dipulau Jawa dan Madura: pegawai negeri, yang menurut reglemen yang ditetapkan dengan
ordonansi 15 Oktober 1920 (Staatsblad No. 751) diwajibkan memegang daftar-daftar
pencatatan sipil buat beberapa golongan penduduk yang, berbangsa Indonesia asli pulau Jawa
dan Madura;

b. Di Minahasa dan di daerah Maluku pegawai negeri, pegawai lokal dan/atau kepala negeri yang
ditunjuk oleh Kepala Pemerintah gewest (baca kini: Kepala daerah Propinsi) masing-masing
buat wilayah yang ditetapkan oleh Kepala daerah itu. (5 db)

P.4. (1) kalau perlu, disebabkan oleh keadaan banyaknya orang Indonesia asli Keristen di Pulau Jawa
dan Madura, maka residen kepala afdeling dalam daerah Gubernemen, dan didaerah yang lain Kepala
Pemerintahan gewest, menunjuk disisi pegawai yang dimaksud dalam pasal 3 beberapa orang pegawai
negeri lagi, yang mesti memegang daftar yang tersebut dalam pasal 1 dan menetapkan wilayah mereka
itu.

(2) Pegawai Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam ayat diatas ini mengerjakan pekerjaan Pegawai
Pencatatan Sipil dalam wilayahnya dengan meniadakan kuasa (wewenang) Pegawai Pencatatan Sipil
yang dimaksud dalam pasal 3. (ayat (4) p.6)



P.5. (1) Residen-kepala afdeling dalam daerah Gubernemen di Pulau Jawa dan Madura dan Residen di
luar Jawa dan Madura ditempat lain, menunjuk orang yang akan berpejabat sebagai Pegawai
Pencatatan Sipil luar biasa, sekiranya Pegawai Pencatatan Sipil yang ditunjuk menurut pasal 3 sub b
dan 4 sedang tidak ada atau beralangan. (6 aj.4)

(2) Orang yang ditunjuk sebagai Pegawai Pencatatan Sipil menurut Pasal 3 dan 4 dan ayat pertama
pasal ini, melakukan pekerjaannya itu sebagai pegawai umum (openbaar ambtenar).

P.5a. (dit. dg. Stbl. 1936/247 dan 607 jo. 1938/370 dan 246) kalau orang yang hendak nikah itu
meminta, maka di daerah Maluku kepala onderafdeling (baca kini: Kepala daerah) berhak diseluruh
wilayahnya menggantikan Pegawai Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam pasal 3 sub b masing-
masing sebagai Pegawai Pencatatan Sipil luar biasa, yaitu tentang pekerjaan yang berhubung dengan
pemberitahuan dan meneguhkan nikah dan membuat akta-aktanya dalam daftar surat nikah yang
teruntuk buat itu, walaupun Pegawai Pencatatan Sipil itu ada ditempat kedudukannya ataupun tidak
berhalangan. Kepala onderafdeling (baca kini: Kepala daerah) itu 7 dapat melakukan pekerjaan itu
dikantornya; untuk itu daftar yang mesti diisi itu dibawa sementara kesana.

P.6. (1) Kepala Pemerintahan Gewest (baca kini: Kepala daerah Propinsi) dapat menguasakan
membuat akta kawin kepada seorang atau beberapa orang Penghantar (pemuka) agama Bumiputera
Keristen dalam pengertian: Penghantar agama itu terhitung, juga opsir-opsir. Leger des Heils (Bala
Keselamatan).

(2) Untuk menunjuk orang yang berkuasa itu. Kepala Pemerintahan Gewest (baca kini: Kepala daerah
Propinsi) sedapat-dapatnya mengangkat orang yang dianjurkan oleh badan-badan perkumpulan-
perkumpulan gereja yang berdiri sendiri, yang bersangkutan dengan itu; atau orang yang dianjurkan
oleh pembesar-pembesar yang telah diberi kuasa oleh perkumpulan-perkumpulan gereja untuk
mengusulkan itu, yaitu sekiranya anjuran itu ada diterima setelah diberi kesempatan untuk
memasukkannya.

(3) Wilayah Penghantar agama yang ditunjuk itu adalah sama dengan Pegawai Sipil, yang berkuasa
ditempat kediaman Penghantar agama itu, kecuali kalau kepada Penghantar agama itu ditunjuk lebih
dari satu wilayah.

(4) Penghantar agama yang ditunjuk itu tidak masuk dalam pengertian istilah (term): "Pegawai
Pencatatan Sipil".

(5) Selalu kalau dalam pasal-pasal yang berikut dalam reglemen ini disebut Penghantar agama, maka
yang dimaksud ialah Penghantar agama yang ditunjuk atas dasar pasal ini oleh Kepala Pemerintahan
Gewest (baca kini: Kepala derah Propinsi). (48)

P.7. (1) pembesar-pembesar yang tersebut dalam pasal 5 dan 6 harus mengirimkan salinan surat
ketetapan yang dibuatnya menurut ketentuan dalam reglemen ini serta tanda-tangan Pegawai
Pencatatan Sipil yang biasa dan yang luar biasa dan tandatangan Penghantar agama, kepada Panitera
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat mereka yang bersangkutan itu melakukan
jabatannya menurut reglemen ini, supaya salinan dan tanda-tangan itu ditaruh dan disimpan pada
Panitera itu.

(2) Salinan surat ketetapan yang menunjuk Penghantar agama menurut ketentuan dalam pasal 6, dan
tanda-tangan Penghantar agama itu dikirimkan juga kepada Pegawai Pencatatan Sipil yang
wilayahnya meliputi tempat Penghantar agama itu melakukan jabatannya. (3db., 33)



P.8. Sama sekali ada lima macam daftar pencatatan sipil yang terpisah-pisah yang harus diadakan itu
yaitu:
1. daftar kelahiran; (35 db.)

2. daftar pengakuan (penukaran) nama; (44 db.)
3. daftar perkawinan; (48 db.)

4. daftar perceraian kawin; (59 db.)

5. daftar kematian. (61 db.)

P.9. (1) Sekalian daftar, kecuali daftar pengakuan (penukaran atau penambahan nama, harus diadakan
dalam rangkap dua. (47)

(2) Daftar akta itu dilakukan dengan mengisi ruang-ruang (vak) yang kosong, pada formulir itu sesuai
menurut sebagaimana petunjuk disebelah pinggirnya. Dalam hal seperti dimaksud oleh pasal 56,58,63
dan 66, formulir itu diisi sebanyak-banyaknya dapat diisikan dan pinggir akta itu dicatat dari surat-
surat mana atau secara bagaimana didapat keterangan-keterangan yang disebutkan dalam formulir itu.

(4) Bupati di pulau Jawa dan Madura diluar Vorstenlanden, Kepala afdeling di Vorstenlanden (baca
kini: Kepala daerah dalam Daerah Istimewa) dipulau Jawa dan Madura onderafdeling yang

wilayahnya meliputi tempat kedudukan Pegawai Pencatatan Sipil itu; dan lembar-lembar yang lain
harus dibubuhi paraf saja. (8,22)

P.11. Segala akta pencatatan sipil dituliskan dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin. (51)
R 12. (1) Pegawai Pencatatan Sipil wajib memakai formulir itu berikut menurut nomor urutnya.

(2) Segala yang dicoret, diselakan atau dituliskan dipinggir dalam formulir itu ketika membuat akta,
hendaklah dibenarkan (disahkan) dan dibubuhi tanda-tangan mirip seperti pada akta itu sendiri; tidak
satu apa juapun boleh dituliskan dengan kependekan (potongan kata) atau dengan angka. (14,16, 51)

P.13. Pegawai Pencatatan Sipil tidak boleh menuliskan sesuatu diluar apa-apa yang diterangkan oleh
mereka yang berkepentingan menurut reglemen itu atau seperti diatur dalam reglemen ini, baik dalam
akta yang akan dibuatnya, maupun dalam badan akta itu, ataupun sebagai selaan (sisipan) atau
tambahan. (34,39 db.,48 db., 51, 59, 64, 66)

P.14.(1) Dalam akta pencatatan sipil dituliskan tahun, bulan dan hari menuliskan akta itu, dan juga
kalau dapat; nama kaum (keturunan), nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat kediaman, baik dari
mereka yang berkepentingan maupun dari saksi-saksi. (39, 49, 60, 66)

(2) kalau umur tidak diketahui betul, maka umur itu ditaksir seteliti-telitinya dan hal itu harus
dituliskan pada dalam akta itu. (51)

P.15. (1) Saksi-saksi, yang hadir waktu membuat akta pencatatan sipil, dipilih oleh mereka yang
berkepentingan sendiri; mereka harus penduduk Indonesia, dan mereka harus telah mencapai umur
dua puluh tahun genap menurut pendapat Pegawai Pencatatan Sipil itu.

(2) kaum keluarga yang dekatpun diterima sebagai saksi. (51)

P.16. (1) Pegawai Pencatatan Sipil membacakan akta itu kepada mereka yang berkepentingan, dan
juga kepada saksi-saksi.

(2) Apabila seorang atau beberapa orang diantara mereka yang berkepentingan atau saksi-saksi tidak
mengerti bahasa Indonesia, maka Pegawai Pencatatan Sipil menterjernahkan akta itu untuk mereka.



Apabila Pegawai itu tidak sanggup melakukannya, maka hal itu kalau perlu dilakukan oleh juru
bahasa.

(3) Tiap-tiap akta mesti ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil serta mereka yang
berkepentingan dan saksi-saksi, kalau salah seorang diantara mereka yang berkepentingan atau salah
seorang dari saksi-saksi kebetulan tidak dapat membubuh tanda-tangannya, maka sebabnya harus
dituliskan dalam akta itu. (12,5 1)

P. 16a. (dit. dg.Stb1.1936/247j0.607) (1) kalau ada anak lahir atau orang meninggal ditempat yang
lebih dari sepuluh kilometer jauhnya dari tempat akta pencatatan sipil itu dibuat, maka pernberitahuan
lahir-atau meninggal itu dapat dilakukan dengan surat yang tidak memakai bea-meterai dalam tempo
yang ditetapkan. (35 db.,61 db)

(2) pemberitahuan itu dilakukan dengan mengirimkan formulir yang sudah ditetapkan oleh Direktur
Justisi, yang sesudah ruang-ruang, kosong formulir itu diisi menurut keterangan yang tertulis
disisinya. Blanko formulir boleh didapat pada Pegawai Pencatatan Sipil dan diberikan setelah
dibubuhi cap jabatannya.

(3) kalau orang yang memberitahukan itu tidak pandai menulis maka pemberitahuan seperti dimaksud
dalam ayat pertama boleh dibuat oleh Kepala Desa, Kepala Kampung atau Kepala Negorij, dan
dimana Kepala Desa, Kepala kampung atau Kepala Negorij itu tidak ada, oleh wijkmeester. Dalam hal
itu orang yang memberitahukan harus membubuh sidik jarinya pada surat pemberitahuan itu. Orang
yang membuat pemberitahuan itu, menuliskan dibawah sidik jari itu dibubuh oleh orang yang
memberitahukan itu dihadapannya. Demikian juga kalau saksi atau salah seorang dari padanya tidak
pandai menulis.

(4) Pegawai pencatatan Sipil itu segera menyalin surat pemberitahuan itu. Akta yang dibuatnya
dengan cara demikian ditanda-tanganinya sendiri dan surat-surat yang diterimanya dilampirkannya
pada akta itu. (23).

(5) Tetapi kalau ia ragu-ragu tentang kebenaran pemberitahuan itu, maka diberitahukannya kepada
Kepala afdeling. Supaya hal itu diperiksa. Dalam hal yang demikian, maka pemberitahuan itu sekali-
kali belum boleh disalin, kalau belum terbukti, bahwa pemberitahuan itu benar.

P.17. (1) Daftar-daftar itu ditutup oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada penghabisan tiap-tiap tahun.

(2) Satu dari daftar yang rangkap dua itu dikirimkan dalam tempo sebulan sesudah penutupan itu
kekantor Panitera Pengadilan Negeri supaya disimpan disana, kantor Panitera Pengadilan negeri harus
memberikan surat tanda sudah diterima, sedang yang lain harus tetap tinggal dikantor Pegawai
Pencatatan Sipil untuk disimpannya disana. (21)

(3) Daftar pengakuan (penukaran) nama tinggal tetap, juga dikantor Pegawai Pencatatan Sipil untuk
disimpannya disana. (9,47)

(4) Pada tempat (kota) dimana kantor Panitera Pengadilan Negeri dan kantor Pegawai Pencatatan Sipil
terdapat dalam satu rumah (gedung) maka daftar yang harus diberikan kekantor Panitera menurut ayat
diatas, sesudah dibuat proses perbal, seperti dimaksud pada pasal 33, segera dipindahkan ketempat
menyimpan yang lain, diluar rumah itu, yaitu yang akan ditunjukkan oleh Kepala afdeling 3).

P.18 Apabila pada penghabisan tahun dalam sesuatu daftar tidak ada akta yang dituliskan, namun
begitu mesti juga diperbuat seperti ditetapkan dalam pasal diatas sini tadi.



P.19 (1) Dengan tidak mengurangi aturan-aturan dalam kedua pasal diatas dan pasal 5 a, maka daftar-
daftar pencatatan sipil itu tidak boleh dipindahkan, kalau tidak dapat perintah dari hakim. (20 db.)

(2) Apabila hakim memerintahkan pemindahan daftar-daftar yang sedang dipakai itu, maka wajiblah
Pegawai Pencatatan Sipil menyediakan daftar-daftar sambungan dengan segera sesudah ia mendapat
perintah itu.

P.20 (1) Sesudahnya Pegawai Pencatatan Sipil menyuruh tandai dan bubuhi paraf daftar-sambungan
itu menurut pasal 10, maka daftar yang disuruh pindahkan itu ditutupnya dengan menuliskan sebab-
sebabnya daftar itu ditutup sebelum habis tahun; sesudah itu segera dilakukan perintah hakim itu.

(2) Daftar-sambungan selalu dipandang dalam segala hal satu-tunggal dan daftar yang disambungnya;
jadi penutupan pada penghabisan tahunpun dilakukan seperti hanya ada satu daftar saja. (17,19)

P.21. Apabila perkara, yang perlu memakai daftar itu, sudah selesai, maka daftar itu dibawa ketempat-
menyimpannya yang ditunjuk dalam pasal 17. (19 db)

P.22. (1) Apabila Pegawai Pencatatan Sipil sudah dapat mengirakan bahwa daftar-daftar yang, sedang
dipakai tidak cukup untuk menuliskan akta-akta yang masih akan datang dalam tahun itu, maka ia
wajib pada waktunya menyiapkan persediaan daftar-sambungan dan menyuruh bubuhi tanda-tangan
dan paraf menurut pasal 10.

(2) Ayat kedua pasal 20 berlaku juga bagi daftar sambungan ini.

P.23. Surat kuasa dan surat-surat lain,yang dilampirkan pada akta-akta dalam daftar-daftar itu, tinggal
tersemat pada daftar yang dipindahkan kekantor Panitera Pengadilan Negeri. (17a, 17, 24, 33, 49).

P.24. (1) Tiap-tiap orang berhak meminta pada orang yang menyimpan daftar pencatatan sipil itu
salinan akta (petikan) dari daftar itu; demikian juga salinan surat-surat dan surat yang lain, yang
disematkan pada akta itu. Salinan akta itu kalau sesuai dengan daftar itu, harus dipercayai sampai pada
saat ia dikatakan palsu, baik dengan jalan menuntut kemuka pengadilan, ataupun menurut cara seperti
ditetapkan oleh Undang-Undang Acara Sipil. Jika perlu atau jika dikehendaki oleh orang yang
berkepentingan, mensahkan tandatangan penyimpan daftar pencatatan sipil pada surat-surat yang
diberikan dalam jabatannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. (27; RIB 165, 246 db.,252
db.,288; KUHS 1888 db.)

(2) Salinan dan petikan untuk keperluan bagi jawatan negara dari surat-surat kuasa dan surat-surat lain
yang disematkan pada akta itu, dibebaskan dari (tidak usah memakai) bea meterai.

P.25. (1) Apabila pada pinggir suatu akta yang sudah dituliskan dalam daftar, harus disebutkan
sesuatunya tentang akta yang lain, yang berhubung dengan pencatatan sipil, atau kalau disitu harus
dituliskan beberapa catatan lain, maka hal itu dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil dalam daftar
yang sedang dipakai atau yang disimpan dikantornya, dan oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam
daftar yang sudah dipindahkan ke kantor Panitera itu.

(2) Catatan itu ditanda-tangani olch Pegawai Pencatatan Sipil atau oleh panitera dengan menuliskan
hari bulan waktu ia membubuhkan catatan itu.

(3) Kepada Kepala afdeling diserahkan menjaga, supaya yang dicatat itu sama bunyinya: dalam
sepuluh hari sesudah mencatat itu Pegawai Pencatatan Sipil atau Panitera Pengadilan Negeri harus
mengirimkan kepada Kepala afdeling itu salinan catatan itu, yang mesti sama (cocok) benar bunyinya.



(4) Tidak boleh diberikan salinan akta daripada daftar pencatatan sipil, kalau dalam salinan itu tidak
ditambahkanjuga catatan-catatan yang terdapat pada pinggir akta itu. (9, 12, 17, 33, 41 db., 59 db.)

P.26. Akta pencatatan sipil dan catatan-catatan yang mesti dibuat dalam daftar sekaliannya dituliskan
dengan percuma (tanpa bayaran).

P.27. (1) Untuk memberikan petikan (salinan akta) daripada daftar pencatatan sipil, mesti dibayar bea
meterai tujuh puluh lima sen.

(2) Petikan (salinan akta) daripada daftar pencatatan sipil diberikan dengan percuma:

a.  untuk jawatan (dinas) umum;

b. kepada orang yang tidak mampu, asal ketidakmampuannya itu ternyata dan sebuah surat
keterangan. yang ditanah Seberang harus diberikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri, dipulau
Jawa dan Madura diluar Vorstelanden oleh Bupati dan di Vorstelanden oleh Kepala afdefing
atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh mereka buat memberikan keterangan yang demikian. dan
pada salinan itu disebutkan pula. bahwa ia tidak marnpu. (52; ABM 31 sub 11 No. 61)

P.38. (1) Orang, dapat membuktikan. baik dengan saksi-saksi maupun dengan surat-surat, bahwa
datftar pencatatan sipil tidak pernah ada atau telah hilang, atau bahwa sesuatu akta yang dulunya
sudah dituliskan, tidak ada lagi di dalam daftarnya.

(2) kalau sesuatu akta pencatatan sipil dipalsukan, dirubah, disobekkan, dirusakkan, atau dihilangkan,
maka ponis yang menyatakan kejahatan itu mensahkan sangkaan tentang hal memalsukan,
menyobekkan, merusakkan atau menghilangkan itu. (34; KUHS 1918.1921 db.)

Bagian kedua.
Tentang hal memperbaiki akta pencatatan sipil
dan tentang kelengkapannya.

P.29. Apabila tidak pernah ada daftar, atau kalau ada daftar hilang, dipalsukan, dirubah, disobekkan,
dirusakkan, dihilangkan atau dicatatkan, ataupun kalau ada akta yang hilang dari daftarnya, atau kalau
dalam akta yang sudah dituliskan itu rada terdapat kekeliruan, kelupaan dan kesalahan yang lain-lain,
maka hal itu menjadi alasan untuk melengkapkan atau memperbaiki daftar itu. (KUHS 13)

P.30. (1) Permintaan untuk itu hanya dapat disampaikan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam
wilayahnya daftar itu dipegang atau seharusnya mesti dipegang, dan Pengadilan Negeri itulah
memberi keputusan, apabila ada alasannya untuk memberi keputusan itu. sesudah mendengar orang-
orang yang berkepentingan; atas keputusannya itu tidak dapat dimintakan keputusan yang lebih tinggi
lagi. (KUHS 14)

(2) Keputusan itu hanya berlaku antara orang-orang yang berkepentingan yang memintanya atau yang
dipanggil untuk keperluan itu. (KUHS 15)

P.31. Segala keputusan untuk memperbaiki atau untuk melengkapkan akta sesudah keputusan itu
diperlihatkan kepadanya harus dituliskan dengan segera oleh Pegawai Pencatatan Sipil dalam daftar
yang sedang dipakai, dan dalam hal memperbaiki maka hal itu disebutkan di pinggir akta yang
diperbaiki itu menurut ketetapan ketetapan dalam reglemen ini. (KUHS 16)

Bagian ketiga
Tentang pengawasan atas Pegawai dan Penyimpan
Pencatatan Sipil yang lain-lain tentang
tanggungan mereka.



P.32. Dipulau Jawa dan Madura diluar Vorstenlanden pengawasan atas Pegawai Pencatatan Sipil yang
ada dalam daerahnya dilakukan oleh Bupati dibawah pimpinan Kepala afdeling. Vorstelanden,
dipulau Jawa oleh Kepala afdeling dan ditempat-tempat lain oleh Kepala onderafdeling dibawah
pimpinan Kepala afdeling.

P.33. (1) Kepala kejaksaan pada Pengadilan Negeri wajib memeriksa daftar dan surat-surat yang
disematkan pada daftar, yang dipindahkan kekantor Panitera itu. Tentang pendapatnya pada
pemeriksaan itu hendaklah dibuatkan proses perbal dalam tempo enam bulan yang mula-mula dari
tiap-tiap tahun. la berkuasa melihat kembaran (rangkapan) daftar yang lainnya, yang tidak disimpan
dikamar Panitera itu, tetapi ia tidak boleh memindahkannya atau menyuruh pindahkan dari tempatnya.

(2) Salinan proses-perbal yang ditanda-tangani yang dimaksud dalam pasal ini, hendaklah dikirimkan
oleh yang membuat proses-perbal itu dalam tempo delapan hari sesudah ia membuatnya, di
Vorstelanden dipulau Jawa kepada gubernur dan ditempat-tempat lain kepada kepala afdeling (9, 17,
19, 34)

P.34. (1) Pegawai Pencatatan Sipil dan Penyimpanan yang lain-lain menanggung keberesan daftar
yang dipegangnya dan disimpannya masing-masing

(2) Tentang menuliskan akta yang diterima dari Penghantar agarna menurut ketetapan pasal 16a dan
ayat 2 pasal 55, yang jadi tanggungan Pegawai Pencatatan Sipil itu hanya dalam hal menyalinnya
dengan baik dan sama benar bunyinya.

(3) kalau ada akta dirubah, dipalsukan, dituliskan pada lembar yang lepas, demikian juga kalau ada
pelanggaran terhadap aturan reglemen ini, maka segala sesuatunya itu dapat jadi alasan kepada mereka
yang berkepentingan untuk minta ganti kerugian. (28, 33; KUHS 82, 1919; KUHP 263 db., 417, 436
556 db.)

Bagian keempat
Tentang surat-lahir (surat-kelahiran)

P.35. (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada pasal 43, maka selambat-lambatnya pada
hari yang kesepuluh sesudah bersalin (anak terlahir) harus diberitahukan kelahiran itu kepada Pegawai
Pencatatan Sipil, yang wilayahnya meliputi tempat anak itu lahir; untuk menetapkan hari yang
kesepuluh itu tidak dihitung hari Minggu dan hari yang disamakan dengan itu pada waktu
memberitahukan itu hendaklah hadir dua orang saksi. (15 db., 38)

(2) Dalam hal ini disamakan dengan hari Minggu ialah hari tahun baru Eropah, hari Paskah (hari
Bangunnya Nabi Isa Al-Masih) yang kedua, hari Pantekosta (Turun Roch Alkudus) yang kedua, kedua
hari natal (hari lahirnya Nabi Isa), hari kenaikan Nabi Isa Al-Masih, hari mi'radj Nabi Muhammad,
dua hari permulaan bulan Syawal menurut perhitungan tahun Arab (Idul Fitri, Gerebeg Puasa, Lebaran
Puasa), Garebeg Besar (Lebaran Haji), hari Asyara dan Garebeg maulud. 4) (61 aj. I)

(3) Apabila tempat lahir itu diceraikan oleh laut dari tempat kantor Pegawai Pencatatan Sipil maka
pemberitahuan itu dapat juga dilakukan kemudian dari pada itu. (61 aj. 3)

P.36. Jika pemberitahuan kepada Pegawai Pencatatan Sipil itu tidak dapat dilakukan dalam tempo
yang ditetapkan dalam pasal diatas oleh karena perhubungan antara tempo yang ditetapkan kantor
Pegawai Pencatatan Sipil terganggu, maka tempo itu dihitung mulai pada saat perhubungan itu
diperbaiki kembali (37, 61)



P.37. (1) Pegawai itu mesti membuat akta tentang pemberitahuan kepadanya, meskipun tempo yang
ditetapkan buat melakukan pernberitahuan itu sudah habis (lewat).

(2) Tetapi apabila pemberitahuan itu dilakukan dua bulan sesudah lahir, maka tidaklah dibuat akta,
tanpa memandang ada atau tidaknya ditetapkan tempo buat melakukan pemberitahuan itu (43, 61)

(3) Pegawai itu berkuasa pergi ketempat lahir itu dan mendesak, supaya anak itu diperlihatkan
kepadanya, sebelum ia mulai membuat akta.

P.38 (1) Pemberitahuan lahir seorang anak harus dilakukan oleh bapaknya; jika bapaknya tidak ada
atau berhalangan, maka pemberitahuan itu harus dilakukan oleh dokter, bidan, dukun beranak atau
orang lain, yang hadir waktu bersalin itu. Kalau ibu tidak bersalin dirumahnya, maka pemberitahuan
itu harus dilakukan oleh orang yang empunya rumah tempat anak itu lahir (35; KUHS 529)

(2) kalau anak itu lahir dirumah sakit atau dalam rumah penjara, maka pemberitahuan itu jika bapak
anak itu tidak ada atau teralang, dilakukan oleh kepala atau oleh salah seorang pegawai rumah sakit

atau penjara itu. (66)

P.39. (1) Akta lahir (surat kelahiran atau surat lahir) menyebutkan:

ke-1. tahun, bulan, hari, jam dan tempat lahir;
ke-2.  ragi anak itu (corak laki-laki atau perempuan) dan nama kecil yang diberikan kepadanya;
ke-3.  nama kaum (nama keturunan), nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang

memberitahukan dan saksi-saksi (15)

ke-4.  nama kaum, nama kecil, pekerjaan dan tempat kediaman orang

ke-5 keterangan anak itu lahir, dari nikah yang sah atau tidak; (40)

ke-6.  dalam daerah Maluku dinyatakan juga, waktu kawin orang-tuanya ada atau tidak dijanjikan,
bahwa anak itu tidak akan meneruskan nama keturunan sisuami, tetapi nama keturunan
bapak siisteri.

(2) Untuk menyatakan tahun, bulan dan dari hari diturut perhitungan tahun Eropah (almanak
Gregoria).

P.40. (1) Apabila anak itu lahir di luar nikah, maka nama bapaknya tidak boleh disebut dalam akta itu,
kecuali kalau adat (hukum) yang terpakai bagi bapaknya memperkenakan mengakui anak diluar nikah,
dan bapaknya telah mengakui dia menurut hukum itu.

(2) pemberitahuan lahir anak oleh bapak dianggap sebagai ia mengakui anak itu, apabila hal itu
memang sesuai dengan adat (hukum yang terpakai baginya. (41)

P.41. Apabila anak diluar nikah itu diakui sesudah akta lahirnya dibuat, maka hal itu segera dituliskan
oleh Pegawai Pencatatan Sipil dipinggir akta lahir itu, sekiranya pengakuan itu diberitahukan
kepadanya. (42)

P.42. Apabila anak diluar nikah sudah disahkan sebagai anak yang lahir dalam nikah menurut adat
(hukum) yang terpakai bagi orang tuanya, maka hal itu dinyatakan dipinggir akta lahir itu kalau
diminta oleh orang yang berkepentingan.

PA3. Anak yang terlahir diluar daerah tempat reglemen ini berlaku, sedang orang-tuanya tinggal
daerah tersebut, mesti diberitahukan lahirnya dalam tempo dua bulan kepada Pegawai Pencatatan

Sipil, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang tua anak itu.

bagian kelima



Tentang nama

P.44. (1) Apabila bapak, atau-kalau anak itu anak luar-nikah - ibu dari pada anak yang harus dibuatkan
akta lahirnya itu, tidak mempunyai nama kaum yang pasti, maka hendaklah bapaknya atau ibunya itu
mengakui suatu nama kaum, sebelum ia melakukan pemberitahuan itu; nama kaum itu dituliskan
dalam daftar pengakuan nama.

(2) Tentang mengakui nama itu harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatatan Sipil oleh orang yang
memberitahukan lahir itu, dihadiri oleh saksi-saksi yang menjadi saksi waktu memberitahukan lahir
itu.

P.45. kalau perlu, maka Pegawai Pencatatan Sipil itu mencari kepastian apa sesungguhnyakah nama
yang disebutkan itu nama yang dikehendaki oleh bapak atau oleh ibu anak itu.

P.46. (1) Gubernur Jenderal atau pembesar yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal mempunyai
kekuasaan melarang menuliskan nama kecil atau nama kaum, baik oleh sebab nama itu menurut
pengertian orang Indonesia menunjukkan pangkat atau gelar (titel atau julukan kebangsawanan)
maupun oleh sebab nama itu berhubungan dengan pangkat atau gelar, ataupun oleh sebab penting
yang lain.

(2) Apabila menurut pikiran Pegawai Pencatatan Sipil ada alasan buat menjalankan ketetapan ayat
yang diatas, maka hal itu dipulau Jawa dan Madura diluar Vorstenlanden segera diberitahukan kepada
Bupati di Vorstenlanden dipulau Jawa kepada Kepala afdeling dan ditempat-tempat lain kepada kepala
onderafdeling. Pegawai tersebut berkuasa menengah Pegawai Pencatatan Sipil tersebut membuat akta
pengakuan nama atau-akta lahir itu, sampai pada saat datangnya keputusan tentang hal itu dari
Gubernur Jenderal.

(3) Dalam hal yang sedemikian Pegawai Pencatatan Sipil itu harus memberikan surat-surat itu kepada
Kepala Pemerintah Gewest yang, meminta keputusan Gubernur jenderal atau keputusan pembesar
yang ditunjuk menurut ayat pertama.

(4) Ragen-ragen tidak boleh mengakui (memakai) nama kaum, kalau tidak mendapat izin dari
Gubernur atau pembesar yang ditunjuk menurut ayat pertama.

P.47. (1) nama kaum yang disebut dalam akta pengakuan nama atau akta lahir, tidak boleh dirubah,
kalau tidak dengan surat keputusan Gubernur Jenderal atau pembesar yang ditunjuk oleh Gubernur
Jenderal.

(2) Perubahan nama kaum itu dicatat pada akta pengakuan nama dan pada akta lahir orang yang
meminta perubahan itu serta akta lahir anak-anaknya yang masih teruna (belum-sampai umur)

(3) Perubahan nama kecil diberitahukan kepada Pegawai Pencatatan Sipil oleh orang yang
bersangkutan kalau ia belum sampai umur, ia dibantu oleh wakilnya (walinya) menurut
undang-undang. Perubahan itu dituliskan dipinggir akta lahir orang yang bersangkutan, menurut
syarat-syarat yang sama dengan yang ditetapkan dalam ketiga ayat yang pertama pada pasal diatas.
(KUHS 6 dh.)

bagian keenam
Tentang surat (akta) nikah

P.48. Setelah Pegawai Pencatatan Sipil atau Penghantar agama menerangkan atas nama
undang-undang menurut ketetapan ayat kedua pasal 13 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen, bahwa



kedua orang, yang hendak kawin itu sudah diteguhkan nikahnya, maka segeralah dibuatnya akta
tentang itu; Pegawai Pencatatan Sipil membuat akta itu dalam daftar yang teruntuk buat itu.
Penghantar agama menuliskannya dalam formulir yang teruntuk buat itu. (Onik 30, 33 db.)

P.49. Akta nikah (surat kawin atau surat perkawinan (pernikahan) itu menyebutkan: (13)

ke-1. nama kaum, nama kecil, umur, tempat lahir, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri itu,
dan sekiranya mereka sebelum itu sudah pernah kawin, nama bekas isteri atau nama bekas
suami itu;

ke-2. nama kaum, nama kecil, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

ke-3.  izin orang tua, orang tua angkat, nenek dan kakek atau wali atau yang memelihara, ataupun

izin dari Pengadilan Negeri jika yang demikian itu ada dituntut; (Onik 9 db., 11)
ke-4.  kelonggaran (dispensasi) dari larangan yang diberikan; (Onik 4 aj.3. db.)

ke-5. keterangan kedua belah pihaknya, bahwa mereka kawin itu dengan suka sama suka sendiri
dan pengikraraan nikah mereka oleh Pegawai umum (Pegawai Pencatatan Sipil); Onik 3,33)
ke-6.  nama kaum, nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat kediaman saksi-saksi, juga jauh-dekat

perhubungan keluarga sedarah (adik, kakak, ibu dan sebagainya) atau keluarga sedarah (ipar,
mertua, dan sebagainya), yang terdapat antara mereka dengan kedua mereka yang kawin itu;
(15)

ke-7.  izin yang perlu buat opsir dan militer yang lebih rendah buat kawin; (UP.29)

ke-8.  janji-janji yang, dimaksud dalam pasal 49 dan 50 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen
sekiranya janji-janji itu ada dibuat: demikian juga nama dan umur anak luar nikah, apabila
anak itu diberi tahukan menurut ketetapan dalam pasal 47 ordonansi itu;

ke-9.  apabila nikah itu dilangsungkan oleh Wakil yang diberi surat kuasa. Nama kaum, nama kecil,
umur, pekerjaan dan tempat kediaman wakil yang diberi surat kuasa Itu. (23, 51,68; Onik 32)

P.50. (1) membuat surat nikah itu dilakukan oleh Penghantar agama dengan jalan mengisi ruang-ruang
kosong formulir yang dicetak menurut maksud yang dituliskan disisinya. Contoh formulir itu
ditetapkan oleh Direktur Justisi dan formulir itu dapat diperoleh pada Pegawai pencatatan Sipil, yang
wilayahnya meliputi tempat perkawinan itu diteguhkan, formulir itu hendaklah dibubuhi cap
jabatannya. Surat nikah itu bebas daripada bea-meterai.

(2) Akta itu dibuat dalam rangkap dua dengan jalan mengisi dua lembar formulir, yang dicetak pada
selembar kertas, tetapi diceraikan oleh garis berlubang-lubang.

P.51. Pada surat-surat nikah yang dibuat oleh Penghantar agama itu berlaku sepadan sekalian
ketetapan yang tersebut dalam pasal-pasal 11, 12, ayat (2) dan (3),13,14,15,16 dan 49.

P.52. (1) kalau dikehendaki, hendaklah Penghantar agama menolong memintakan surat-surat yang
mesti diserahkan olch kedua mereka yang bakal jadi suami-isteri menurut pasal 21 Ordonansi Nikah
Indonesia Keristen Jawa, Minahasa dan Ambon, sebelum perkawinannya diteguhkan, sekiranya
surat-surat itu dapat diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil.

(2) Pegawai Pencatatan Sipil wajib mengirimkan kepada Penghantar agama salinan akta (petikan dari
daftar) yang dimintanya dengan tidak mengurangi ketetapan dalam pasal 27,

P.53. Jadi tangguhan Penghantar agama kalau terlambat mengirimkan surat nikah dan kalau ada
kesalahan yang dilakukannya dengan sengaja waktu surat nikah itu. Oleh sebab itu, mereka yang
berkepentingan boleh menuntut ganti kerugian dari padanya. (KUHS 1352, 1365 db.)

P.54. Penghantar agama tiada berwenang untuk memberikan petikan atau salinan akta-nikah yang
dibuatnya, kecuali dalam hal sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 pasal 55.



P.55. (1) pengantar agama harus menyimpan lembar yang pertama dari aktanikah yang dibuatnya
dalam rangkap dua itu.

(2) lembar yang kedua hendaklah diceraikannya dari yang pertama dan dikirimkan dengan
secepat-cepatnya kepada Pegawai Pencatatan Sipil, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan itu
dilangsungkan, disertai dengan surat-surat yang harus diserahkan pada waktu melangsungkan
perkawinan menurut ketetapan Ordonansi Nikah Indonesia Keristen. (56)

(3) Sekiranya hilang lembar akta yang dikirimkan untuk akan dituliskan dalam daftar yang disediakan
buat itu menurut pasal 56, maka hendaklah Penghantar agama yang membuat akta itu selekas-lekasnya
mengirimkan salinan akta-nikah itu, yang ditandatanganinya, kepada Pegawai Pencatatan Sipil. (54)

P.56. (1) Pegawai Pencatatan Sipil segera menuliskan dalam daftar kawin aktanikah yang ditemuinya
dari Penghantar agama menurut keterangan ayat (2) pasal 55.

(2) Akta yang dituliskan dengan jalan demikian itu ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil
sendiri "buat menuliskannya" (membukukannya). Akta. yang diterima dari Penghantar agama itu
dilampirkan pada akta yang dituliskan itu. (9 aj.3).

P.57. (1) Apabila akta yang diterima oleh Pegawai Pencatatan Sipil itu tidak dikirimkan kepadanya
dalam tempo yang secepat-cepatnya, atau jika tidak ada terdapat padanya satu atau lebih dari
surat-surat yang harus dilampirkan pada akta itu menurut ketetapan Ordonansi Nikah Indonesia
Keristen Jawa, Minahasa dan Ambon, maka pegawai itu segera harus membuat proses-perbal tentang
hal itu.

(2) Pegawai Pencatatan Sipil mengirimkan salinan proses-perbal itu yang ditanda-tanganinya dalam
tempo delapan hari sesudah membuatnya kepada kepala afdeling yang, kalau perlu, mengurus, supaya
kesalahan itu diberbaiki.

P.58. (1) Pegawai Pencatatan Sipil segera menuliskan perkawinan laki-laki yang berpindah masuk
agama Keristen, ke dalam daftar kawin, sesudah diterimanya salinan ponis yang disebut dalam ayat 3
pasal 73 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen.

(2) Akta itu haruslah berisi nama kaum, nama kecil, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri itu,
seberapa yang dapat diketahui dari ponis itu; didalam akta itu harus disebutkan ponis, yang,
menerangkan bahwa perkawinan itu telah dijadikan perkawinan Keristen.

(3) Akta itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil sendiri.
(4) Salinan ponis harus dilampirkan pada akta itu. (9 aj. 3).

Bagian ketujuh
Tentang akta perceraian (surat-cerai)

P.59. (1) Pada hari menerima salinan ponis yang dikirimkan kepadanya menurut ketetapan dalam
pasal 67 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen, Pegawai Pencatatan Sipil rnenuliskan perceraian yang

dilakukan itu dalam daftar perceraian.

(2) Apabila pernikahan bekas suami-isteri itu dulunya ada dituliskan dalam daftar yang dipegang oleh
Pegawai Pencatatan Sipil itu, maka perihal perceraian itu dicatat dipinggir akta-nikah itu.

P.60. (1) Isi akta yang menyebutkan perceriaan itu ialah: (13)



ke-1 nama kaum, nama kecil, pekerjaan dan tempat kediaman kedua suami isteri itu; (68)

ke-2menyebutkan ponis, yang memutuskan perceraian mereka itu

ke-3menyebutkan surat keterangan Panitera, yang gunanya akan jadi bukti, bahwa ponis itu tidak
dapat dibantah lagi dengan alat-alat yang dibenarkan oleh undang-undang.

(2) Akta yang ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil sendiri.
(3) Salinan ponis yang dikirimkan dan surat keterangan panitera harus dilampirkan pada akta itu.

Bagian kedelapan
Tentang akta meninggal (surat kematian)

P.61. (1) Selambat-lambatnva pada hari kesepuluh sesudah meninggal hari Minggu dan hari yang
disamakan dengan itu tidak dihitung tentang meninggal itu harus diberitahukan kepada Pegawai
pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat orang yang meninggal. Ayat kedua pasal 35 berlaku
juga bagi hal ini.

(2) Pegawai ini membuat akta meninggal menurut keterangan dari orang yang memberitahukan dan
dari seorang saksi; kalau dirasakannya perlu, ia berwenang akan melihat dahulu benar atau tidaknya
perkara meninggal itu.

(3) bagi hal ini ayat ketiga pasal 35, pasal 36 dan ayat pertama dan kedua pasal 37 berlaku sepadan.

P.62. Yang wajib memberitahukan tentang meninggal itu ialah orang yang telah dewasa (sampai
umur) yang tinggal di rumah tempat orang yang meninggal; kalau tidak ada orang yang telah dewasa
dalam rumabh itu atau kalau ia berhalangan, ataupun juga kalau meninggalnya itu tidak terjadi dalam
rumah, maka yang wajib memberitahukan itu ialah kepala Desa, kepala kampung atau Kepala negorij,
dan jika tidak ada kepala demikian, wekmester. (Rrp 105, P.P.8/1948 p. 53)

P.63. Apabila ternyata, bahwa orang yang meninggal itu kediamannya ditempat lain dalam lingkungan
daerah Reglemen ini berlaku, maka Pegawai Pencatatan Sipil yang menerima pemberitahuan itu harus
mengirimkan petikan dari daftar yang berisi akta meninggal. Kepada Pegawai Pencatatan Sipil
ditempat orang yang meninggal itu penghabisan sekali berkediaman dalam lingkungan daerah
Reglemen ini berlaku, supaya dapat juga dituliskan dalam daftar ditempat itu. Akta yang dituliskan
demikian itu ditandatangani oleh pegawai Pencatatan Sipil sendiri. Petikan dari daftar kematian yang
diterima itu harus dilampirkan pada akta meninggal itu. (9 aj .3)

P.64. (1 ) Akta meninggal harus berisi: (13)

ke-1 nama kaum, nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat kediaman orang, meninggal serta juga
hari dan jam meninggalnya;

ke-2 nama kaum dan nama kecil isteri atau suaminya sekiranya yang meninggal itu beristri atau
bersuami ataupun dia sudah menjadi balu;

ke-3 nama kaum, nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang memberitahukan
dan saksi-saksi serta jauh dekat perhubungan, keluarga, sekiranya mereka ini ada perhubungan
keluarga sedarah atau keluarga semenda. (68)

(2) lain dari itu, sedapat-dapatnya akta-meninggal itu memuatkan nama kaum, nama kecil, pekerjaan
dan tempat kediaman orangtua orang yang meninggal serta juga tempat lahirnya.

P.65. (1) Pegawai Pencatatan Sipil tidak boleh membuat akta meninggal seorang anak, yang belum
cukup tiga hari hidupnya, kecuali kalau ternyata kepadanya, bahwa bagi anak itu sudah dibuat suatu
akta kelahiran.



(2) kalau akta-lahir anak itu belum dibuat, maka Pegawai Pencatatan Sipil yang menerima
pemberitahuan itu tidak boleh menuliskan dalam akta (daftar), bahwa anak itu sudah meninggal, ia
hanya boleh menuliskan, bahwa anak itu diberitahukan kelahirannya tanpa bernyawa. Apabila dalam
hal dernikian ia ragu-ragu akan kebenaran pemberitahuan itu, maka ia dapat mendesak supaya anak itu
diperlihatkan kepadanya. Tetapi ia harus menerima keterangan dari orang yang memberitahukan dan
saksi tentang nama kaum, nama kecil, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua anak itu, dengan
menyebutkan tahun, bulan, hari dan jam lahirnya anak itu kedunia.

(3) Akta itu harus dituliskan dalam daftar meninggal menurut tanggalnya, dengan tidak usah
ditentukan sedikit juapun tentang hidup atau matinya anak itu lahir kedunia.

P.66. kalau ada seseorang meninggal dalam rumah sakit sipil (umum) atau rumah sakit militer,
ataupun kalau ada mayat seseorang dibawah kerumah sakit sebelum dikuburkan maka wajiblah
kepada atau Pemimpin rumah sakit itu serta salah seorang dari pada Dokter atau Opsir Kesehatan
(Dokter Militer) yang sedang bekerja disitu membantu kepala (Pemimpin) rumah sakit itu, dalam
tempo 24 jam memberitahukan hal itu dengan surat menurut contoh yang sudah ditetapkan 1) kepada
Pegawai Pencatatan Sipil; Pegawai ini akan membuat akta meninggalnya. Akta itu ditandatangani oleh
Pegawai Pencatatan Sipil sendiri. Surat-pemberitahuan yang diterimanya harus dilampirkan pada akta
meninggal itu. (9 aj. 3)

P.67. Dalam hal terjadinya kematian karena kekerasan (pembunuhan, kecelakaan dan sebagainya) atau
oleh sebab hukuman mati atas diri seseorang hukuman ataupun matinya dalam penjara, maka
kematian-kematian demikian tidak usah disebutkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil dalam daftar
kematian.

KETENTUAN-KETENTUAN PENGHABISAN
P.68. Kalau menurut ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini dalam sesuatu akta harus disebutkan
nama kaum dan nama kecil seseorang, sedangkan orang itu tidak mempunyai nama yang demikian,
maka disebutkan sajalah namanya atau nama-namanya yang dikenal orang.

69. Penectapan Gubernur Jenderal tanggal 4 Oktober 1864 No. 13 (Staatsblad No. 142), seperti sudah
ditambah dengan penetapan tanggal 5 Nopember 1885 No. Ic (Staatsblad No. 185), tidak terpakai
dalam daerah tempat reglemen ini berlaku.

P.70. Reglemen ini akan berlaku bagi daerah-daerah yang akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal pada
hari yang akan ditentukannya nanti.



